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KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Tindak Lanjut
Evaluasi Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Tahun 2025 pada Balai Guru dan Tenaga Kependidikan
(BGTK) Provinsi Sumatera Selatan dapat disusun.

Laporan ini merupakan bentuk komitmen BGTK Provinsi Sumatera Selatan dalam menjadikan hasil
Survei Kepuasan Masyarakat sebagai dasar perbaikan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan.
Hasil SKM Tahun 2025 menunjukkan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 98,05 dengan
kategori A (Sangat Baik), yang menggambarkan persepsi pengguna layanan yang sangat positif terhadap
pelayanan Unit Layanan Terpadu (ULT).

Meskipun capaian tersebut sangat baik, BGTK Provinsi Sumatera Selatan tetap perlu melakukan
perbaikan secara berkelanjutan terhadap unsur pelayanan yang memperoleh nilai relatif lebih rendah,
terutama Biaya & Tarif, Waktu Pelayanan, dan Penanganan Pengaduan. Tindak lanjut diarahkan pada
penguatan transparansi informasi, efisiensi proses, digitalisasi layanan, peningkatan kompetensi petugas,
serta penguatan mekanisme pengaduan.

Kami berharap laporan ini dapat menjadi dokumen pengendalian dan evaluasi yang memberikan arah
yang jelas bagi pelaksanaan perbaikan layanan, sekaligus menjadi bukti akuntabilitas BGTK Provinsi
Sumatera Selatan dalam mewujudkan pelayanan publik yang cepat, transparan, responsif, mudah
diakses, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Palembang, Agustus 2025
gpela BGTK Provinsi
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RINGKASAN EKSEKUTIF

Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Tahun 2025 pada BGTK Provinsi Sumatera Selatan dilaksanakan
untuk mengukur tingkat kepuasan pengguna layanan terhadap kualitas pelayanan Unit Layanan Terpadu
(ULT) sekaligus mengidentifikasi area yang memerlukan penguatan. Survei menggunakan kuesioner
daring dengan skala Likert 1—4 dan melibatkan 54 responden.

Hasil survei menunjukkan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 98,05 pada skala 100
dengan kategori A (Sangat Baik). Seluruh sembilan unsur pelayanan berada pada kategori A. Nilai
terendah terdapat pada unsur Biaya & Tarif sebesar 96,76, diikuti Waktu Pelayanan dan Penanganan
Pengaduan masing-masing sebesar 97,69.

Berdasarkan temuan tersebut, tindak lanjut diprioritaskan pada transparansi informasi biaya/tarif,
kepastian waktu penyelesaian, serta penguatan mekanisme pengaduan. Rencana aksi juga mencakup
antrian elektronik dan monitoring SLA, sistem tiket pengaduan dengan SOP respons 3x24 jam, pelatihan
service excellence dan literasi digital, serta pembaruan website, FAQ, leaflet, dan video tutorial.

Target waktu pelaksanaan mengikuti rencana aksi pada laporan SKM Tahun 2025, yaitu sebagian besar
kegiatan pada Triwulan III Tahun 2025 dan peningkatan kompetensi petugas pada Triwulan IV Tahun
2025. Status realisasi pada laporan tindak lanjut ini perlu diperbarui berdasarkan bukti pelaksanaan yang
tersedia.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelayanan publik merupakan salah satu pilar utama dalam penyelenggaraan pemerintahan yang
berorientasi pada kepentingan masyarakat. Keberhasilan reformasi birokrasi dapat diukur antara lain
melalui kemampuan instansi pemerintah dalam memberikan layanan yang efektif, efisien, transparan,
berkeadilan, dan responsif terhadap kebutuhan pengguna layanan.

BGTK Provinsi Sumatera Selatan melalui Unit Layanan Terpadu (ULT) berupaya menghadirkan
layanan yang cepat, akurat, dan responsif bagi guru, kepala sekolah, pengawas, widyaiswara, tenaga
kependidikan, serta masyarakat pendidikan pada umumnya. Pelaksanaan SKM Tahun 2025 menjadi
bagian dari siklus peningkatan mutu berkelanjutan untuk memperoleh umpan balik pengguna layanan
dan mengidentifikasi area yang masih memerlukan perbaikan.

Laporan tindak lanjut ini disusun sebagai instrumen manajerial untuk memastikan bahwa hasil SKM
tidak berhenti pada pengukuran indeks, tetapi diterjemahkan menjadi rencana aksi yang jelas, terukur,
memiliki penanggung jawab, target waktu, indikator keberhasilan, serta bukti dukung pelaksanaan.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017
tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

3. Keputusan Menteri PANRB Nomor 441 Tahun 2022 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan
Pelayanan Publik.

4. Peraturan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pedoman
Pelayanan di Lingkungan Unit Pelaksana Teknis BGTK.

C. Tujuan

1. Menindaklanjuti hasil evaluasi SKM Tahun 2025 secara terukur dan berkelanjutan.

2. Meningkatkan kualitas unsur pelayanan yang memperoleh nilai relatif lebih rendah.

3. Memperkuat transparansi, kepastian waktu, responsivitas, dan kemudahan akses layanan ULT.

4. Menjadikan hasil SKM sebagai dasar pengambilan keputusan manajerial dan peningkatan mutu

pelayanan publik.
5. Menyediakan mekanisme monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana aksi.



D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup laporan meliputi hasil evaluasi unsur pelayanan, identifikasi area prioritas, rencana
aksi/tindak lanjut, target waktu, penanggung jawab, indikator keberhasilan, bukti dukung, serta

mekanisme monitoring dan evaluasi pelaksanaan perbaikan layanan ULT BGTK Provinsi Sumatera
Selatan.



BAB II

HASIL ANALISIS SURVEI

A. Gambaran Umum Hasil SKM

SKM Tahun 2025 menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan kuesioner daring. Skala
pengukuran menggunakan skala Likert 1—4. Responden berjumlah 54 orang yang merupakan pengguna
layanan ULT BGTK Provinsi Sumatera Selatan.

Komponen Hasil Keterangan
Nilai IKM/SKM 98,05 A/ Sangat Baik
Jumlah responden 54 orang Pengguna layanan ULT
Periode survei Januari-Desember 2025 Survei daring
Skala pengukuran 1-4 Skala Likert

B. Nilai Per Unsur Pelayanan

No. Unsur Pelayanan Rata-rata Konversi 0-100 Kategori
1 Persyaratan 3,944 98,61 A — Sangat Baik
2 Prosedur 3,926 98,15 A — Sangat Baik
3 Waktu Pelayanan 3,907 97,69 A — Sangat Baik
4 Biaya & Tarif 3,870 96,76 A — Sangat Baik
5 Produk Layanan 3,889 97,22 A — Sangat Baik
6 Kpoe‘gl’;f;;i 3,944 98,61 A — Sangat Baik
7 Perilaku Pelaksana 3,963 99,07 A — Sangat Baik
8 Sarana & Prasarana 3,944 98,61 A — Sangat Baik
9 l;egg“a%?;? 3,907 97,69 A — Sangat Baik

Catatan: seluruh unsur berada pada kategori A (Sangat Baik). Namun, unsur dengan nilai relatif lebih
rendah tetap menjadi prioritas peningkatan agar kualitas layanan semakin konsisten dan berkelanjutan.

C. Identifikasi Unsur yang Perlu Ditingkatkan

Berdasarkan nilai konversi, unsur Biaya & Tarif memperoleh nilai terendah sebesar 96,76. Dua unsur
berikutnya yang relatif lebih rendah adalah Waktu Pelayanan dan Penanganan Pengaduan, masing-
masing sebesar 97,69. Meskipun ketiganya tetap berada dalam kategori A, hasil tersebut menjadi dasar
penetapan prioritas tindak lanjut.

e Biaya & Tarif: memperkuat kejelasan informasi biaya atau status layanan gratis, menyediakan bukti
transaksi apabila terdapat biaya yang sah, dan memperkuat pengawasan internal.

e Waktu Pelayanan: menetapkan dan mempublikasikan SLA, menggunakan antrian elektronik dan
notifikasi status permohonan, serta melakukan monitoring waktu proses secara berkala.



e Penanganan Pengaduan: membangun sistem tiket pengaduan, menetapkan waktu respons,
mempublikasikan statistik penanganan, dan memperkuat koordinasi lintas unit untuk pengaduan
kompleks.



BAB III

RENCANA TINDAK LANJUT

A. Prinsip Pelaksanaan Tindak Lanjut

Tindak lanjut dilaksanakan dengan prinsip terukur, realistis, terdokumentasi, berorientasi pada pengguna
layanan, serta dilakukan secara berkelanjutan. Pendekatan PDCA (Plan—Do—Check—Act) digunakan
sebagai kerangka pengendalian agar setiap rencana aksi dapat direncanakan, dilaksanakan, diperiksa
hasilnya, dan ditindaklanjuti kembali apabila masih ditemukan kesenjangan.

B. Matriks Rencana Aksi

No. Isu Prioritas Rencana Aksi Penanggung Target Waktu Indlkat(.)r Bukti Dukung
Jawab Keberhasilan
Implementasi .
sistem tiket Setiap pengadl{ar} .
pengaduan; SOP tercatat, memiliki | SOP, rekap tiket,
1 Pengaduan per_lu respons maksimal Tim ULT & IT Triwulan III 2025 status, dan ‘screenshot
lebih responsif 3%04 jam: memperoleh sistem, daftar
- jam; respons sesuai hadir pelatihan
pelatihan staf
SLA.
pengaduan.
Waktu proses
. terpantau dan
Efisiensi Penerapaq antrian Keterlambatan Dashboard/rekap
. elektronik dan . . SLA,
2 penyelesaian o Koordinator ULT | Triwulan III 2025 dapat .
monitoring SLA . . . dokumentasi
permohonan diidentifikasi .
per layanan. sistem
serta
ditindaklanjuti.
Petugas terkait
. Program mengikuti
Peningkatan . . . . Surat tugas,
3 kompetensi pelatihan service Baglan .SDM & Triwulan IV 2025 pelatihan dan daftar hadir,
excellence dan Widyaiswara memperoleh . -
petugas . g . materi, sertifikat
literasi digital. peningkatan
kompetensi.
Informasi
Kurangnya Pembaruan ersyaratan dan
ublil%azi website serta Ir)ose}(]iur tersedia Link website,
4 p : pembuatan FAQ, |  Tim Publikasi | Triwulan 112025 | P . % | FAQ, lcaflet,
informasi . mudah dipahami, :
leaflet, dan video video
persyaratan . dan mudah
tutorial. .
diakses.
Publikasi
informasi biaya
atau status Pengguna dapat . .
layanan gratis mengetahui Papaxeltr)lsfggnash
5 Trgnsparapm pada setiap Tim ULT_fUmt Triwulan 11 2025 informasi biaya dokumen standar
biaya/tarif layanan dan terkait sebelum . .
. . . biaya, bukti
penyediaan bukti menerima .
i bi transaksi
transaksi bila layanan.
terdapat biaya
sah.




C. Target dan Indikator Keberhasilan

No. Target Indikator Metode Verifikasi

Respons pengaduan

1 Penguatan pengaduan maksimal 3%24 jam sesuai Rekap tiket dan SLA

SOP.
Peningkatan kepastian SI.“A sgtlap. layanan Dashboard/rekap waktu
2 dipublikasikan dan
waktu . layanan
dipantau.

Petugas terkait mengikuti
3 Peningkatan kompetensi service excellence dan Daftar hadir/sertifikat/evaluasi
literasi digital.

4 Penlpgkatan a}kses FAQ, leaﬂgt, queo tut01:131 Tautan/screenshot/dokumentasi
informasi dan website diperbarui.
Peningkatan transparansi Informasi biaya/status
5 & P gratis tersedia pada media Papan informasi/website/SOP

biaya layanan.

D. Mekanisme Monitoring dan Evaluasi

1. Monitoring pelaksanaan rencana aksi dilakukan oleh koordinator/unit penanggung jawab secara
berkala.

2. Setiap kegiatan wajib didukung bukti pelaksanaan dan dicatat dalam matriks monitoring.

3. Perkembangan pelaksanaan dilaporkan kepada pimpinan untuk memperoleh arahan dan
penyelesaian kendala.

4. Evaluasi dilakukan terhadap kesesuaian target, realisasi, kendala, dan efektivitas perbaikan.

5. Hasil monitoring menjadi bahan penyempurnaan pelayanan dan masukan bagi pelaksanaan SKM
periode berikutnya.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil SKM Tahun 2025 pada BGTK Provinsi Sumatera Selatan menunjukkan nilai IKM sebesar 98,05
dengan kategori A (Sangat Baik). Capaian tersebut menunjukkan tingkat kepuasan pengguna layanan
yang sangat positif terhadap pelayanan ULT.

Walaupun seluruh unsur pelayanan berada pada kategori sangat baik, perbaikan berkelanjutan tetap
diperlukan. Prioritas tindak lanjut diarahkan pada unsur Biaya & Tarif dengan nilai 96,76, serta
penguatan Waktu Pelayanan dan Penanganan Pengaduan yang masing-masing memperoleh nilai 97,69.

Rencana tindak lanjut meliputi penguatan sistem pengaduan dan SLA 3x24 jam, antrian elektronik dan
monitoring waktu layanan, pelatihan service excellence dan literasi digital, pembaruan informasi
persyaratan melalui website/FAQ/leaflet/video tutorial, serta transparansi informasi biaya atau status
layanan gratis.

B. Komitmen Tindak Lanjut

BGTK Provinsi Sumatera Selatan berkomitmen menjadikan hasil SKM sebagai dasar nyata dalam
peningkatan mutu pelayanan publik. Pelaksanaan rencana aksi harus dilakukan secara terukur,
terdokumentasi, dan dievaluasi berdasarkan bukti agar perbaikan yang dilakukan memberikan dampak
terhadap kemudahan, kepastian, kecepatan, transparansi, dan kenyamanan pengguna layanan.

Dokumen ini juga menjadi dasar bagi unit layanan untuk melakukan pengendalian tindak lanjut dan
menyiapkan bukti dukung pelaksanaan. Status realisasi setiap rencana aksi perlu diperbarui sesuai
kondisi faktual dan dokumen pendukung yang tersedia.



LAMPIRAN

Lampiran 1. Format Monitoring Rencana Tindak Lanjut

No.

Rencana
Aksi

Target

Realisasi

Status

Kendala

Bukti
Dukung

Tindak
Lanjut
Berikutnya

O Belum O

Proses O
Selesai

O Belum O
Proses O
Selesai

O Belum O
Proses O
Selesai

O Belum O
Proses O
Selesai

O Belum O
Proses OJ
Selesai




Lampiran 2. Lembar Evaluasi Unsur Prioritas

No.

Indikator

Ya

Sebagian

Tidak

Catatan/Bukti

Informasi biaya/tarif atau
status gratis tersedia dan
mudah diakses.

O

O

SLA waktu pelayanan
tersedia dan
dipublikasikan.

Antrian
elektronik/notifikasi status
layanan tersedia atau
sedang diterapkan.

Sistem tiket pengaduan
tersedia.

SOP respons pengaduan
maksimal 3x24 jam
tersedia.

Petugas mengikuti
pelatihan service
excellence/literasi digital.

Website/FAQ/leaflet/video
tutorial telah diperbarui.




